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Inspektorat Bersikukuh LHP
Bapenda Informasi Dikecualikan

PADANG, HALUAN—Teng

pektorat Sumatera Barat (Sun

°ng

at waktu bagi Ins-
ar) untuk mema-
tuhi Putusan Sidang Se rmasi Nomor
O1I/KISB-PS-A/2024 v memenangkan Lem-

baga Bantuan Hukum (LBH) Padang atas do-

kumen informasi Laporan Hasil Pemeriksaan
lai Rp5 miliar di Badan
penda) Sumbar hanya
Namun, hingga kini
arl Inspektorat Sumbar

terkait putusan ini

Inspektorat Sumbar tetap
bersikukuh menvarakan doku-
men informasi vang dimohon-
kan LBH Padang itu rermasuk
kedalam klasifikasi informasi
vang dikecualikan dari publik
berdasarkan Peraturan Gu-
bernur (Pergub) Sumbar,
memang LBH Pa-
wa LLHP oleh audi-
i1 Pergub Sumbar
ut, karena dalam
reub ntu sudah jelas-jelas

NG

dinyatakan mana, informasi
yang bisa dipublikasikan dan
manainformasi vang tidak bisa
dipublikasikan,” ujar Kepala
Inspektorat Sumbar, Dellivart
kepada Fla/uan, kemarin.
Dellivard menyatakan, Ins-
pektorat beberapa waktu lalu
memang sempat melakukan
riksaan khusus terhadap
sejumlah mantan pejabat Ba-
penda Sumbar dan Samsat
Jajaran. Sesual mekanisme vang

berlaku, dokumen LHP besert a
rekomendasi tindak lanjut atas
pelanggaran itu telah dilapor-
kan kepada Gubernur Sumbar
selaku kepala daerah. “Kasus itu
sudah diperiksa dan dilaporkan.
Pelakunya relah dikenakan
sanksi, dan sanksi ity pun telah
dil ksanakan. Jadi itu vang bisa
a sampatkan,” ujarnya.
Menurutnya, jika ILHP pe-
meriksaan kasus Inspektorat
dibuka kepada publik scha-

gaimana permintaan LBH
Padang, maka 1da konsekuensi
dan implikast hukum vang harus
ditanggung olch Inspekrorat.

Pasalnya, berdasarkan kode
etik pemeriksaan, hasil peme-
rik usus adalah rahasi:
Schingga hasil pemeriksaan
tersehut hanva boleh diminea
oleh Aparat Penegak Hukum
(APH) atau pengadilan.
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“Kecual 1adalah p riksaan umum
i seperti halnya hasil LHP BPK R] erupa
. faporan general andit atau G A, Silakan tanyakan
i kepada BPK arau BPRP, apakah mercka pernah
: mempublikasi informasi seperu itu? Pasu tidak
! pernah,” ujarn
Ia menekankan, pemenksaan vane di
s oleh Inspekrorat Sumbar ridal :
| ranah pidana. Pemeriksaan sepert ini juga bukan
GA instansi scbagaimana vane I,
dilaporkan oleh BPKP. sepertir
tidaknya temuan, jenis temuan, k
dan sebagainya.
“ltu memang jenis informasi vane dike-
i} asaja sama Kominto, Pereub 1tu

var

bers

tikasi olch Komist Informasi
ntunan Permendagri dan

. Perm lemang sepertt itu keten-
tuannya, k dak mengada-ngada,” tuturnya.

Mena 1 hal ini, Badan Peneliti Tnde
penden Kekayaan Penvelengpara Negara dan
Pengawasan Anggaran Republik Indonesta (BPI
KPNPA RI) Sumbar menvatakan, alasan
Inspektorat Sumbar anch dan tidak masuk 4 al.
Alasan vang terlihat seperti dibuat,buat untuk
menutup-nutupi basus itu. P mprov Sumbar
dinilai tidak punva komitmen kuat dalam hal
pemberantasan ke rupsi.

“Data yang dimohonkan 1.BH Padang itu jelas
bukan informasi vang dikecualikan. Kemudian,

i dars mana pula ada informasi vang dikecualikan
litetapkan lewar pergubz Anch-anch saja,” ujar
' Ketua Umum BPI KPNPA RI Sumbar, Marlis
“kepada Flafuan, Minggu (25/8).

Marlis menvebut, alasan Inspektorat Sumbar
membawa-bawa pergub untuk memvalidasi
keengganan mereka membuka dara itu kepada
publik adalah blunder. Pernyataan iru bisa saja
dipahami sebagai upava menutup-nutupi dan
melindung pelaku ke rup. “Dengan sikap seperd
Ituy wajar saja masyarakat Sumbar merasa aneh
igu bahwa ada vang ndak beres. Ada nama-
nama pemain yang sengaja dibndungi,” ucapnya

\gar opini publik tudak semakin liar dan
mengundang suara-suara sumbang rterkair
bobroknya penegakan hukum ke rupsi di Ranah
Minang, Marlis meminta Pemprov Sumbar
untuk berani jujur dan terbuka kepada publik.

Sebab kenvataannya, dugaan ndal yang
disebut-sebut berpola atasan minta setoran atau
jatah kepada bawahan iru rerjadi tepat di institust
pengumpul pajak sumber pemasukan utama
dacrah. “Jika memang benar Pemprov Sumbar
punva komitmen untuk bersih-bersih dari
perilaku korupsi, avo buka dara itu kepada
publik agar terang benderang” kaga Marlis,

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum
(I.BH) Padang merasa jawaban dan tanggapan
Inspektorat Sumbar atas keputusan sidang Majelis
Komisicner KI Sumbar ¢ ukup aneh, lucu, dan
menggelikan,

“Bagaimanapun, vang jelas putusan sidang
sengketa informasi tefah memenntahkan hal itu.
Jika dalam 14 hari kerja tidak ada upaya hukum
atau h.m\hn; vang dijukan, maka I\cpmuxm tu
dinvatakan inkrah dan wajib untuk ditindak-
lanjuti,” ujar penanggung jawab isu korupsi LBH
Padang, Advokat Dechtree Rand Putri kepada

danc

rrerieceiieenniinnnnnnnn... Dari Halaman, 1

Halnan, .\Img.gu (25/8).

Dechtree Rand Putri mengaku, LBH Padang
tidak akan terburu-buru dalam bersikap. Jika
memang dalam 14 hari Inspektorat Sumbar masih
tetap bersikukuh dengan pendiriannya, maka LBH
Padang akan segera mel: ‘angkan somasi.

“Kami akan layan-kan somasi untuk minta
putusan dijalankan. Kami minta Pemprov
Sumbar patuh, karena bagaimanapun, lewat
kasus ini publik akan melihat sejauh mana
komitmen Pemprov Sumbar dalam mendukung
upaya pemberantasan korupsi, katanya.

Dengan dikabulkannya gugatan sengketa
informasi yang diajukan [.BH Padang ini,
pihaknva ingin mengirimkan pesan kepada
publik bahwa masyarakat luas berhak untuk
mengetahui dan mengawal segala bentuk dugaan
kasus korupsi vang terjadi.

“Ini sangat penting. Apalagi selama ini kita
melihat banyak sckali penanganan kasus korupst
di Sumbar yvang mandek serta proses pe-
nyelidikannya dihentikan secara sembarangan
oleh APH,” katanya.

Pada kasus dugaan tindak pidana korupsi
berpola setoran kepada atasan oleh bawahan
vang terjadi di Bapenda Sumbar in1, Polda
Sumbar sebelumnya menyatakan bahwa kasus
ini udak memenuhi unsur pidana karena korban
yang dimintai sctoran dan terduga pelaku telah
memutuskan untuk berdamai.

Begitupun dengan kerugian negara yang
menurut Polda Sumbar telah dikembalikan, . BH
Padang menilai, alasan ini tidak dapat dibenarkan
sebagai alasan dihentkannya proses penyelidikan

suatu tindak pidana korupsi.

“Suatu kasus hanva bisa ditutup jika itu bukan
tindak pidana. Kemudian kasus bisa ditutup jika
tersangka nya meninggal dunia. Jadi, seharusnya
tidak ada alasan pembenar bahwa kasus bisa
ditutup jika telah terjadinya perdamaian. M
kerugian negara telah dikembalikan, tapi itu teta
saja merupakan suatu tindak pidana,” katanya.

Ia menegaskan, sidang sengketa informasi
yang baru saja dimenanghan oleh LBH Padang
ini akan menjadi alat baru bagtmasyarakat sipil
Sumbar untuk melawan segala bentuk indikasi
tindak pidana vang terjadi di lingkungan
pemerintahan daerah di Sumbar,

Drsisi lain, kemenangan sengketa informasi
publik ini juga harus menjadi pengingat bagi
APH unruk lebih serius dan profesional dalam
menangani segala bentuk kasus dugaan tindak
pidana korupsi vang terjadi di Sumbar.

“Sctelah dokumen yang kami minta diterima,
kami akan menjadikan LHP itu sebagai dasar
pelaporan ulang kasus dugaan korupsi yang
terjadt di Bapenda Sumbar,” ucapnya.

Namun begitu, Ranti mengaku bahwa LBH
Padang juga akan terlebih dahulu melakukan
kajian dan melihat situasi terkini. Apakah kasus
dugaan korupsi di Bapenda Sumbar ira akan
dilaporkan kepada kejaksaan atau bahkan
langsung kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

“Tapi vang jelas, ini harus benar-benar kita
kawal, karcna banyak sekali kasus korupsi di
Sumbar yang penanganannya berlarut-larut dan
pencgakan hukumnya tidak jelas.” taturnya. (h/fzi)




